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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya larangan bagi Pegawai Negeri Sipil 

untuk melakukan izin perceraian. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, 

maka Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu 

oleh masalah-masalah keluarga. Ketidakharmonisan kehidupan keluarga yang terus 

menerus bagi seorang Pegawai Negeri Sipil akan sangat menganggu tugas-tugas 

kedinasannya, oleh karena itu perceraian adalah hal yang mungkin dilakukan untuk 

mengatasi ketidakharmonisan tersebut. 

 Namun disisi lain Pegawai Negeri Sipil juga terikat oleh Peraturan 

pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang tentunya tidak mudah bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 

melaksanakan perceraian. Dalam rumah tangga suami lalai dalam menajalankan 

kewajiban maka termasuk melanggar Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur cerai gugat di 

Pengadilan Agama Trenggalek, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang cerai 

gugat Pegawai Negeri sipil di Pengadilan Agama Trenggalek, 3) Bagaimana tinjauan 

Hukum positif tentang cerai gugat Pegawai Negeri sipil di Pengadilan Agama 

Trenggalek ? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan prosedurcerai gugat Pegawai Negeri 

Sipil di Pengadilan Agama Trenggalek, 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

tinjauan Hukum Islam terahadap cerai ggat Pegwai Negeri Sipil di Pengadilan Agama 

Trenggalek, 3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Positif 

terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. 
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Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis 

penelitian lapanagan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. 

Sedangkan teknik analisa data menggunakan (triangulasi) , dan dilakukan terus-

menerus dan dilakukan sampai mendapatkan variasi data sangat tinggi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pelaksanaan prosedur cerai gugat 

Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan agama Trenggalek  dilakukan sesuai dengan PP 

Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil. 2) Pelaksanaan cerai gugat menurut Hukum Islam adalah 

diperbolehkan jika keadaan rumah tangga sudah darurat dan suami istri sudah tidak 

bisa dirukunkan lagi didasarkan dalam QS. An-Nisa Ayat 130. 3) Pelaksanaan cerai 

gugat menurut Hukum Positif diperbolehkan jika sesuai dengan alasan-alasan yang 

ditentukan. Karena suami tidak mau memberikan nafkah kepada sang istri dan anak. 

Didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, Menurut PP. Nomor 10 Tahun 

1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990, dan KUHPdt (BW) Pasal 209.  
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 This research is motivated by a ban on Civil Servants to permit divorce. To 

be able to carry out these obligations, the Civil Servants in carrying out their duties 

are not much bothered by family problems. The continued disharmony of family life 

for a Civil Servant will greatly disrupt his official duties, therefore divorce is possible 

to overcome such disharmony. 

 But on the other hand Civil Servants are also bound by Government 

Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation 

Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants 

which is certainly not easy for a Civil Servant to carry out a divorce. In the husband's 

household negligent in carrying out obligations, including violating Article 80 

Compilation of Islamic Law. 

 The formulations in this study are: 1) How the divorce procedure in the 

Trenggalek Religious Court, 2) How is the review of Islamic Law concerning the 

divorce of Civil Servants in the Trenggalek Religious Court, 3) How to review the 

positive Law about the divorce of Civil Servants in the Trenggalek Religious Court ? 

As for the objectives of this study are: 1) To describe and analyze the implementation 

of the procedure for the claim of Civil Servants in the Trenggalek Religious Court, 2) 

To describe and analyze a review of Islamic Law against the gegat Pegwai Civil 

Servants in the Trenggalek Religious Court, 3) To describe and analyze the positive 

legal review of the divorce in the Trenggalek Religious Court. 

 The research method used by researchers is a qualitative method and the 

type of field research. Data collection techniques used in this study are observations, 

interviews, or document reviewers. While the data analysis technique uses 

(triangulation), and is carried out continuously and carried out to obtain very high 

data variations. 

 The results of this study indicate that: 1) The implementation of the Civil 

Servant divorce procedure in the Trenggalek religious court was carried out in 

accordance with Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage 

and Divorce Permits for Civil Servants and PP No. 45 of 1990 concerning Marriage 

Permits and Divorce Permits for Civil Servants. 2) Implementation of divorce under 

Islamic Law is It is permissible if the situation of the household is in an emergency 
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and the husband and wife cannot be reconciled based on QS. An-Nisa Ayat 130. 3) 

The application of divorce under Positive Law is permitted if it is appropriate for the 

reasons specified. Because the husband does not want to provide for his wife and 

child. Based on the Compilation of Islamic Law Article 113, According to PP. 

Number 10 of 1983 and PP No. 45 of 1990, and KUHPdt (BW) Article 209. 
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